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PENGAI\ITAR REDAKSI

. Sebagaimana dimaklumi bahwa pengaturan di bidang ketenagakerjaan antara lain

bertujuan agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan

pdkerja/buruh serta terwujudnya suasana yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Info Hukum edisi ini menampilkan 4 (empat) tulisan yang berhubungan dengan

masalah aktual di bidang Ketenagakerjaan yakni Pengaturan Keria Bagi Pekeria/Buruh di

Rumah Sakit, (tang Pisah Dalam Pemutusan Hubungan Keria dan Tiniauan Peraturan

perundangan Terhadap Anak Yang Bekerja serta Implikasi Hukum Apabila Perusahaun

Pindah Lokasi.

Selamat membaca semoga bermanfaat.

Tim Redaksi,
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PENoATURAN KERJA
BAGT PEKERJA/BURUH DI RU,IAAH SAKIT

Oleh : Prof. DP. Payaman Sinanjuntak

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan mempunyai karakteristik

tersendiri yang memerlukan pengaturan

sistem dan ketentuan kerja tertentu :

(l) Pelayanan kesehatan harus dilakukan 24

iam satu hart,7 hari dalam seminggu;

(2) Pelayanan harus tersedia pada hari libur

resmi;

(3) Kebanyakan pelarja adalah perempuan.

Kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

seperti itu memerlukan pengaturan sistem

keria yang di satu pihak dapat menjamin

kontinuitas pelayanan dan pihak lain

menjamin perlindungBn hak - hak dasar

pekeria sesuai dengan pengaturan undang-

undang. Pengturan yang terbaru adalah

Undang-undang No.l3 tahun 2003 tentang

ke tenaga keriaan.

Sesuai dengan kondisi pelayanan seperti dF

uraikan di atas, Manajeman Rumah Sakit

perlu memperhatikan tiga hal pokok yaitu :

( I ) Sitem keria bergilir (shift);

(2) Keria lembur dan upah lembur; dan

(3) Antar jemput pekeria perempuan pada

malam hari.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut

dirasakan lebih mudah mengatur keria bergilir

(shift) bila rumah sakit memilih pengaturan 5

hari keria dalam seminggu dan 8 jam satu

hari. Dengan demikian setiap orang akan

mendapat giliran bekeria pada hari Sabtu dan

hari Minggu, demikian iuga dalam malam

hari. Dengan pengturan hari kerja demikian

bekerja pada hari Sabtu dan Minggu tiidak

dianggap sebagai hari lerja lembur.

Pengaturan Wrktu Kerja

Undang-Undang No.l 3 tahun 2OO3

tentang Ketenagakerjaan, membuka dua

pilihan pengaturan waktu kerja, yaitu :

a. 6 hari keria dalam satu Minggu, 7 iam

satu hari dan 40 jan satu Mnggu ; atau

b. 5 hari kerja dalam satu Minggu, 8 jam

satu hari, dan 40 iam satu Minggu (Pasal

I I ).

Pengaturan waktu keria yapg berbeda dari

kesatuan diatas dapat dilakukan untuk jenis

pekeriaan tertentu sepefti pengeboran minyak

lepas pantai, sopir angkutan jarak iauh, pilot

penerbangan iarak jauh, pekerja di kapal laut,
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atau penebang hutan. Pekeria rumah sakit

tldak termasuk dalam pengecualian.

Kondisi pekeria di rumah sakit menuntut

pelayanan yang terus menerus 24 iam satu

hari dalam satu mlnggu, termasuk dalam hari

libur. Mengacu pada kondisi tersebut

pengaturan keria di lingkungan rumah sakit

akan lebih mudah diatur bila mengikuti pola

5 harl keria dalam satu minggu. Dengan pola

ini, rumah sakit mudah mengatur sistem keria

bergilir meniadi 3 shift satu haru masing-

masing 8 lam untuk satu giliran (shift).

Demikian iuga dengan pola 5 hari keria,

semua pekeria dapat diatur untuk mendapat

giliran bekerfa pada harl Sabtu dan hari

Minggu sebagai harlkeria biasa.

Keria Lembur dan Upah Lembur

Keria lembur dapat dilakukan dalam hal

tertentu atas kebutuhan mendesak yang harus

diselesaikan segera atau tidak dapat dihindari.

Dengan kata lain tidakberlaku lstilah keria

lembur otomatis.

Waktu kerfa lembur maksimum 3 iam dalam

sehari dan maksimum l4 iarn dalam

seminggu. Upah lembur lam pertama pada

hari kqrja biasa adalah 1,5 kali upah sejam

dan untuk iam kedua dan iam berikutnya dua

kali upah seiam.

Bagi rumah sakit yang mengikuti pola 6 hari

keria seminggu dan melakukan keria lembur

pada haru istirahat atau hari tibur resmi, upah

lembur diatur sebagai berikut :

a. untuk setiap iam dalam .7 iam peftama

sedikit-dikitnya dua loli upah sgam;

b. untuk jam kedelapan, 3 kali upah seiam;

c. untuk fam kesembilan, 4 loll upah seiam.

Bagi rumah sakit yang mengikuti pola 5 hari

kerja dalam seminggu, dan melakukan keria

lembur pada hari istirahat atau harl llbur

resmi, maka upah lembur untuk 8 iam

pertama dibayar dua kali upah sejam, untuk

iam kesembllan tiga kall upah sefam, dan

untuk lam kesepuluh dan seterusnya dibayar

4 kall upah seiam.

Upah sefam adalah l/173darl upah sebulan

Waktu lstirahat dan Cuti

Setelah bekeria selama 4 fam berturut-turut

pekeria perlu beristi rahat sekuran g-ku ran gnya

setengah iam. Waktu istirahat teruebut ttdak

termasuk jam keria.

Bagi rumah sakit yang mengikuti pola 6 hari

keria, haru ketuiuh merupakan hari istirahat.

Untuk rumah sakit yang mengikuti pola 5

hari kerfa, hari keenam dan hari ketuiuh

adalah hari istirahat.



Setiap pekeria/BURUH berhak memperoleh

cuti sekurang-kurangnya 12 ha(t keria dalam

seEhun.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 iuga

mendorong perusahaar tertentu memberi

cuti paniarg dua bulan bagt setiap

pekeria/buruh yang telah bekeria 6 tahun

secara terus menerus, yaitu satu bulan dalam

tahun ketuiuh dan satu bulan dalam bulan

kedelapan. Pelaksanaan cuti tahunan ini masih

akan diatur oleh Menteri.

Pekeria/buruh perempuan yang merasakan

sakit pada masa haid tidak waiib bekeria pada

hari pertama dan kedua waktu haid tersebut.

PekerJa/buruh perempuan berhak

memperoleh istirahat selama 1,5 bulan

sebelum saatnya melahirkan anak menurut

perhitungan dokter atau bidan'dan 1,5 bulan

setetah metahirkan anak. Demikian iuga

pekeria/buruh perempuan yang mengataml

gugrrr kandung berhak memperoleh istirahat

1,5 bulan.

Perlindungan Upah

Sistem pengupahan biasanya diatur menurut

gaji pokok dan tuniangartuniangan sesuai

dengan kebijakan rumah sakit atau sebagai

hasil perundingan manaieman dengan

pekeria/buruh.

Dalanr rangka menlamin kelangsungan arus

pendapman pekeria upah tetap dibayar pada

saat pekerja berhatangan bekeria karena hari

istirahat, hari libur tesmi, sakit, mengalami

kecelakaan kerji, melakukan kegiatan sosial

keluarga tertentu, menialankan hak'cuti, dan

menialankan kewaiiban negara.

a. Pekeria yang sakit satu hari atau tebih

dengan pembuktian surat dokter, tetap

mendapat upah. Apabila pekeria sakit

dalam waktu lama, pengusaha atau

Rumah Sakit wajib memberikan upah/gaii

dalam:

. 3 bulan pertaina

. 3 bulan kedua '

. 3 bulan ketiga

. 3 bulan keempat

l0@/o upah.

75olo upah.

50o/o upah.

25Vo upah.

Pekeria yang mengalimi kecelakaan kerja

dan menderlta sakit, cacat sementara,

cacat tetap sebagian .&tau cacat tetap

total, sehingga ti(ak dapat bekeria dalarn

kurun waktu tertentu atau bahkan seumur

hidup, menerima 'santunen iaminan

kecelakaan keria (Jamsostek) sesuai

dengan Undang-undang No. 3 Tahun

1992.

Pengusaha wajib membayar upah kepada

pekeria yang minta izin tidak masuk

bekeria selama :

. 3 hari karena pekeria menikah;

. 2 hart kareda menikahlan anaknya;



. 2 hari karena mengkhitankan

anakrrya;

. 2 hari karena membabtiskan an*nya;

o 2 hari pada waktu lsterinya

melahirkan atau mengalami gugur

kandungan;

. 2 hari pada waktu anggota keluarga

meninggal dunia.

Perjanjian Keria Waktu Tertentu

Beberapa rumah sakit masih melakukan

perianiian keria waktu tertentu (PKWT) dan

pelaksanaan pemborongan keria (out

sourcing). Ketentuan mengenai hal ini telah

diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Keria

No. 2 Tahun 1993 dan baru'baru ini dalam

Undang-undang No. l3 Tahun 2OO3.

Ketentuan mengenai PKWT dalam UU. No.

l3 Tahun 2003 pada dasarnya sama dengan

Permen No. Per-02 Tahun 1993. PKWT

dapat dibuat hanya untuk pekeriaan teftentu

yang menurut ienis dan sifat kegiatan

pekeriaannya akan selesai dalam waktu

tertentu, yaitu : 1.

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang

sementara sifatnya;

b. pekeriaan yang diperkirakan dapat

diselesakan dalam waktu paling lama 3

tahun;

c. pekeriaan yang bersifat musimm; dan

atau

d. pekeriaan yang berhubungan dengan

produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaar

atau peniajakan.

Ditegaskan bahwa PKWT tidak dapgt

dilakukan untuk pekeriaan yang bersifat

tetap. PKWT dapat dibuat hanya untuk
l

makimum dua tahun dan dapat diperpanjang

hanya satu kali untuk waktu makimum satu

tahun.

Untuk mengantisipasi hambatan atau

penundaan pelaksanaan kegiatan di lapangan,

ketentuan Undang-undang iuga membuka

peluang untuk memperbahrui PKWT hanya

satu kali, setelah tenggang waktu lebih dari

30 hari. Masa waktu perpaniangan PKWT ini

dibolehkan hanya untuk pating lama dua

tahun.

Dengan demikian, ketentuan PKWT pada

dasarnya cukup lelas. Sangat kecil ruang

untuk berbeda penafsiran. Namun masih

banyak teriadl pelanggaran. Yang perlu

dlperhatikan adalah mengintensifkan

penegakan hufum.

Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2OO3

menyatakan bahwa satu perusahaan dap*

menyerahkan sebagian pelakanaan pekeriaan

kepada perusahaan lain yang berbentuk

badan hukum meldui l



b.

perpaniangan pemborongan pekeriaan,

dan atau

perianiian penyedlaan iasa.

Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa

pekerjaan yang dapat diserahkan kepada

perusahaar lain harus memendriryarat :

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan

utama;

b. dilakukan dengan perintah langpung atau

tidak langsung dari pemberl pd<erjaan;

c. merupakan kegiatan penuniang

perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produki.

Pasal ini memang dapat menimbulkan

interpretasi yang berbeda-beda, antara lain

mengenai apa yang dimakud dengan

keglatan utama, kegiatan pokok, atau

kegiatan yang berhubungan ldngpung dengan

produki, atau core busines. Misalnya dalam

pabrik mobif semua bagian-bagian mobil itu

seperti mesin, stir, iok, dan ban mobil,

merupakan bagian utama dari mobil. Mobil

tidak akan pernah berfungsi tanpa stir atau

ban mobil. Apakan komponerkomponene

tersebut harus diproduki sendiri? Jawabnya

tidak perlu. Setlap komponen itu dapat

diproduksi oleh beberapa perusahaar lain

yang berbeda dengan atau tanpa konfak atau

perianiian keria.

Pasal 66 UU. No. l3 Tahun 2OO3

menyatakan bahwa satu perusahaan dapat

menb€,ortakan perusahaan penyedia iasa

pekerja/buruh untuk melakanakan kegiatan

iasa penuniang atau yang tidak berhubungan

langsung dengan proses produki, autu yang

bukan kegiatan pokok. Dalam penjelasan

pasal ini diberi contoh seperti 'pelayanan

kebersihan (cleaning seruice), penyediaan

makanan (catering) tenaga pengamanan

Qecurttil, dan penyediaan angkutan

pekeria/buruh.

Dapat dipahami bahwa sesuai dengan definisi

PKWT di Pasal 59, kegiatan dimaksud

term35uk kegiatan tetap, kecuali bila setelah 3

tahun atau makimum 5 tahun misalnya,

kegiatan kebersihan dan penyediaan makan

dan fung;si pengamanan akan dibebankan

kepada atau menjadi tanggungiawab seluruh

pekerja/buruh secara bersama-sama.

Pasal 66 ayat (2\butir b, menyatakan bahwa

perusaham penyedia jasa pekeria/buruh tidak

boleh memberlakukan PKWT untuk

pekeriaan-pekeriaan yang bersifat tetap,

tentunya termasuk untuk contoh di atas

(cleaning sellce, dn). Juga dikemukakan

bahwa perlindungan kerja dan syarat-syarat

keria bagi pekerla/buruh pada perusahaar

penyedia iasa pekeria/buruh tldak boleh lebih

rendah darl perllndungan dan ryarat keria di

perusahaar pemberi pekerjaan.

Bila ketentuan tersebut memang dipenuhi,

sebenarnya tidak ada lagl insentif bagr

perusaham pemberi pekerjaan untuk

t-



mensubkontrakkan sebagian pekeriaan tetap

tersebut kepada Perushaan lain.

Dengan sub kontrak, perusahaan pemberi

pekeriaan akan menanggung beban yang lebih

besar, karena perusahaan penyedla lasa

pekeriaan iuga harus memperoleh imbal

iasa. 
* **

Prot IlR. Payarnru $nanluntak,IPU
Jabatar : gerna,h meqlabat sebagal Kasubtltt

Intotuasl Pasar, ItlrsItru Blnagran, Stst Abll

tenaler bldang Kertasama Intemaslonal, IllrJen

Hnasas rlal Stat Ahll fenalrer lllang SIIM, teralhlr
(samDsl sotmraqg) Dr64abat sebsgEl Aslstsn Ahll

ilenafertrans dlsanDlng seblgal twu utana
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Pendahuluan.

lam literartur hukum ketenagakeriaan

dikenal beberapa hal penyebab

teriadinya pemutusan hubungan keria (PHK),

seperti ( I ) PHK oleh pengusaha, antara lain

PHK karena pekeria/buruh melakukan

kesalahan berat atau karena pekeria/buruh

mangklr kemudian dl-PHK, atau mungkln

PHK dalam rangka efisiensl dl perusahaat

yang bersangkutan, dan (2) PHK oleh

pekeria/buruh, mlsal karena pekerfa/buruh

mengundurkan diri, termasuk'mangkir yang

dikuallfikasikan sebagal pengunduran dirl.

Bentuk PHK yang lain adalah (3) PHK yang

teriadl demi hukum sepeni PHK karena

pekeria/buruh memasuki usia pensiun atau

pekerla/buruh meninggal dunla, PHK karena

berakhirnya langka wahu "kontrak" pada

hubungan keria Perianiian Keria Wahu

Tertentu (PKWT). (4) PHK karena putusan

pengadilan, sepertl PHK dengan alasan

terfadinya kepailltan (bankruptle) atau

likuidasi, PHK terhadaP Pekeria

anak/perempuan yang tidak memenuhl

ketentuan, aau PHK karena adanYa

pembatalan suatu perianilan berdasarkan

pasal 1267 KUH Perdata dan lain-lain.

PHK yang akan dibahas dalam tulisan ini

hanya menfokuskan pada 3 macam penyebab

PHK yang dituniuk oleh UU Nomor 13

Tahun 2OO3 yakni PHK yang dapt

mengaiclbatkan konsekuensi pembayaran uang

plsah, yaitu PHK terhadap pekerla/buruh

yang melakukan kesalahan berat, PHK bagf

pekeria/buruh yang mengundurkan dlri atu

kemauan sendlrl dan PHK oleh pengusaha

karena pekeria/buruh mangkir yang

dlkualifikasikan sebagal pengunduran diri.

Hak-hak pekeria/buruh pada pemutusan

hubungan keria oleh pengusaha, yang

disebabkan karena pekeria/buruh melakukan

kesalahan berat yang ienisnya telah

ditentukan dalam pertauran perundang-

undangan (Pasal 1 58 ayat ( I ) UU Nomor

l3l2OO3), dan hak-hak pekeria/buruh yang

dl-PHK karena mengundurkan dirl atas

kemauan sendlrl, sefta hak-hak PHK terhadap

pekerta/buruh karena mangkir yang

dikualifikasikan sebagal mengundurkan diri,

yaitu selain mendapatkan (berhak atas) uang

penggantian hak, iuga diberikan uang pisah.

sp
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Dengan kata lain, dalam Undang'undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakeriaan diatur mengenai pemberlan

"uang pisah" kepada pekeria/buruh apabila

teriadi pemututsan hubungan keria (PHK)

karena pekeria/buruh melakukan kesalahan

berat (Pasal 158 ayat 4), atau pekeria/buruh

mengundukan diri atas kemauan sendiri (Pasal

162 ayat 2), atau pekeria/buruh mangkir

yang dikualifikasikan sebagal mengundurkan

diri (Pasal 168 ayat 3). Ketentuan

pemberian uang pisah tersebut merupakan

suatu norma . yang baru yang diatur dalam

Hukum Perburuhan (Hukum

Ketenagakeriaan), walaupun dalam praktek

(sebelum ada UU Nomor 13 Tahun 2OO3),

beberapa perusahaan/badan usaha telah

menerapkan pemberian uang pisah sebagai

salah satu hak yang diperoleh pekeria/buruh

yang mengalami pemutusan hubungan keria

(PHK) disamping hak-hak normatif yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang'

undangan yangberlaku, atau dalam perianiian

keria (PK), peraturan perusahaan/perianiian

keria bersama (PP/PKB). Oleh karenanya

istitah "uang pisah" ini merupakan istilah baru

dan masih awam serta mungkin meniadi

pertanyam banyak orang: apa sih uang pisah

tersebut?, bagaimana pengaturan serta

mekanisme pemberiannya. Demikian iuga,

siapa-siapa saia yang berhak atas uang pisah,

serta berapa lumlah dan besarannya.

Kemudian bagaimana iika dalam Peraturan

Perusahaan atau Perianiian Keria Bercama

(PP/PKB) belum diatur atau bahkan

perusahaar tldak mau mengatur dan

membayarnya?. lnllah persoahn yang akan di

kaji secara hukurn dan dibahas dalam tulisan

(berikut) ini.

Pengertian.

Dalam UU Ketenagakeriaan tidak ada definisi

atau pengertian serta penielasan mengenai

apa yang dimaksud dengan uang pisah.

Demikian iuga dalam berbagai literature

hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan,

belum ada tullsan mengenal pengertian dan

pemberian uang pisah tersebut. Akan tetapi

sebelum adanya UU Nomor 13 Tahun

2OO3, dapm ditemui dalam praktek, antara

lain pada salah satu PP (periode 1997-1999)

di suatu penrsahaan travel yang menyebutkan

bahwa apabila teriadi pemutusan hubungan

keria {PHK) karena karyawan (makudnya,

pekeria/buruh) yTg mengundurkan diri,

pada prinsipnya perusahaan tidak ada

kewaiiban untuk memberlkan uang pesangon,

dan (uang) iasa. Namun demikian perusahaat

wajib mempertimbangkan dan menghargai

pengabdian karyawan yang telah bekeria

dengan prestasi din konduite baik sekurang'

kurangnya 5 tahun untuk diberikan uang

pisah dan uang pengabdian yang besarnya

diatur sebagai berikut : masa keria 5 - l0
tahun, 2 bulan upah; masa keria 10 - I 5

tahun, 4 butan upah; dan masa keria 15

tahun lebih, 6 bulan upah. Dari penielasan

dalam klausul PP tersebut dapm disimpulkan

ql



bahwa "uang pisah" menurut dia merupakan

uang kompensasi yang (waiib) diberikan oleh

pengusaha atas pertimbangan bahwa karena

pekeria/buruh yang mengundurlan diri tidak

mendapat uang pesangon dan uang jasa,

maka perlu (dipenimbangkan) diberikan

penghargaan atas pengabdian pekeria/buruh

yang bersangkutan selama bekeria dengan

prestasi dan konduite yang baik. Atau dengan

kau lain, uang pisah adalah uang yang

diberikan oleh pengusaha sebagal

penghargaan atas pengabdian dan loyalitas

pekeria/buruh selama masa keria tertentu

dengan prestasi dan konduite yang balk yang

merupakan kompensasi atas tldak adanya

uang pesangon dan uang iasa. Pada waktu

pembuatar PP itu, hak-hak pekeria/buruh

yang di-PHK memang masih meruiuk dan

berlaku ketentuan datam Peraturan Menteri

Tenaga Keria Nomor PER.03/MEN/1996

tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungn

Kerla dan Penetapan Uang Pesangon, Uang

lasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Swasta (selaniutnya disebut PERMEN

OSIMEN/I 996'), sehingga tidak ada hak-hak

pesangon dan uang penghargaan masa kerja

(: uang iasa) bagr pekeria/buruh yang

mengundurkan dlrl (kecuall hanya mendapat

uang gantl keruglan).

Atas pertanyain beberapa korporasi dan

praktisi hukum, antara lain dari Bulldlng

Manager Perhimpunan Penghunl

Kondominirm Perkantoran Menara

Sudirman, Kepala Biro Hukum dan KLN

Departemen Tenaga Keria dan Transmigrai

dalam surat Nomor 212/St/HklzOO3

menjawab surat tersebut dan memberikan

penjetasan bahwa uang pisah adalah uang

pemberian pengusaha/perusahaan kepada

pekeria/buruh yang diputuston hubungpn

kerianya karena melakukan kesatahan berat

(vide pasal 158 ayat 4), atau karena

mengundurkan dlri (vide pasal 162 ayat 2),

termasuk pemutusan hubungan kerja karena

mangkir yang di kualifikasikan sebagai

mengundurkan diri (videpasal 168 ayat 3).

Demiklan dapat disimpulkan bahwa

pemberlan uang pisah adalah sebagal uang

terima kasih darl perusahaan kepada

pekeria/buruh yang di putuskan hubungan

kerfanya (PHK) karena alasan mengundurkan

diri atas kemauan sendirl atau karena mangkir

yang kualifikisikan sebagai mengundurkan

di4 sehubungan dengan telah pernah

memberlkan suatu karya-jasa dan

pengabdiannya selama kurun wahu tertentu

kepada perusahaar/pengusaha. Demikian

halnya pekerfa/buruh yang dFPHK karena

melakukan kesalahan berat, walaupun pada

akhirnya diputuskan hubungan kerianya

(PHK) dengan alasan kesatahan berat, namun

tentunya sebelum teriadinya suatu kasus

(:kesalahan berat) pekeria/buruh yang

bersangkutan telah' memberikan sumbangpih

dan telah rhengabdikan dirl pada perusahaar

selama waktu tertentu. Dengan uang pisah

tersebut, bagi pekeria/buruh yang di-PHK

9
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karena alasan-alasan dlmakud, atau atas uang

pisah yang diterima, dapat meniadi

kompensasl atas hilangnya hak pekeria/buruh

atau tldak dlberlkannya uang pesangon dan

uang penghargaan mirsa keria guna

menyambung hidupnya.

Walaupun tecara moral dan etika, apabila

terjadi PHK karena alasan kesalahan berat

atau karena mangkir yang dikualiflkasikan

sebagai pengunduran dirl, tentunya kurang

tepat iika pemberian uang pisah tersebut

dlkatakan sebagal "uang terima kasih".

Mungkin lebih tepat sebagal "uang

pengabdian" atau "uang balas iasa" kepada

pekerla/buruh atas loyalltasnya membina

hubungan kerja selama kurun waktu tertentu

dengan memberikan lasa-lua dan

pengabdiannya, dan pada akhlmya harus di

PHK dengan alasan melakukan kesalahan

berat atau mangkir dengan kualifikasl sebagai

pengunduran dirl.

Pengaturan Pemberian Uang Pisah.

Sebagalmana disebutkan pada baglan awal

tulisan lni, ketentuan mengenal pemberian

uang pisah diatur masing'masing dalam pasal

158 ayat (4), pasal 162 ayat (2) dan pasal

168 ayat (3) yakni pemberian uang pisah

diberikan kepada pekerfa/buruh yang

diputuskan hubungan kerianya karena aluan'

alasan, pekeria/buruh melakukan kesalahan

berat, atau pekeria/buruh mengundurkan dirl

atas kemauan sendirl atau pekeria/buruh

mangkir yang dikualifikasikan sebagal

mengundurkan dlrl. Pada ketlga kasus alasan

teriadlnya PHK tersebut, dalam peraturan

perundang-undangan sebelumnya yakni

Keputusan Menteri Tenaga Kerla Nomor :

KEP-l 50/MEN/200Q tentang Penyelesaian

Pemutusan Hubungan Kerla dan Peneupan

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa

Keria dan Ganti Keruglan di Perusaham

(selaniutnya disebut KEPMEN-|50/2000),

dlatur masing-masing bahwa dalam hal

pekeria/buruh dlputuskan hubungan kerianya

karena melakukan kesalahan berat, maka

pekerla/buruh yang bersangftutan berhak atu

uang penghargaan masa keria (iika telah

memenuhi syarat untuk mendapakannya)

dan berhak atar uang ganti kerugian (pasal

18 ayat (4. Hak atas uang penghargaan

masa kerla besarnya ditentukan berdasarkan

table' dalam Pasd 23 sesual dengan masa

kerlanya (mlnimal kurang dari tiga tahun).

Dan hak atas uang gantl kerugian besarnya

ditentukan besarannya dalam Pasal 24, fika

memenuhl syarat-ryarat sesual pasal tersebut.

Demiklan fuga pekerla/buruh yang dlputuslon

hubungan kerla karena alasan pekerfa/buruh

yang bercanglartan mengundurkan diri atas

kemauan sendiri, pekeria/buruh harya berhak

atas uang penghargaan masa kerfa (bagi yang

telah memenulli syarat untuk

mendapatkannya) dan berhak atas uang gantl

keruglan {Pasal 26 lo Pasal 23 dan 21).

Berbeda halnya bag pekeria/buruh yang

mangkir (sekurangnya 5 hari keria dan telah
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dipang$l secara tertulis 2 kali berturut-turut),

pengusaha dapat melakukan proses

pemutusan hubungan keria (PHK) dengan

hak-hak uang pesangon, uang penghargaan

masa kerja dan uang ganti kerugian (Pasal l5

io Pasal 22, 23 dan 24 Kepmen

150/2000). Walau dalam Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrri

Nombr KEP-78/MEW200l tentang

Perubahan atas Beberapa Pasal Keputusan

Menteri Tenaga Keria Rl Nomor KEP-

150/MEN/2000 tentang Penyelesaian

Pemutusan Hubungan Keria dan Penetapan

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa

Keria dan Ganti Kerugian di Perusahaar

(selanjutnya disebut Kepmen

78IMEN/20O1) hak atas pekeria/buruh

yang mangkir tersebut direvisi dan

p€ngaturannya dikembalikan sepertl pada

pengaturan semula berdasarkan

PERMEN.03/MEN/1996) yakni bahwa bagi

pekerja/buruh yang mengkir 5 hari keria,

maka pekeria/buruh tersebut dianggap

mengundurkan diri secara tidak baik dan

pengusaha dapat melakukan proses PHK

dengan hak-hak yang dikualifikasikan sebagai

mengundurkan diri yakni (hanya) mendap*

uang penghargaan masa keria (uang jasa) dan

uang ganti kerugian (Pasal 15

PERMEN.03/MEN/1996 io Pual l5
Kepmen 79lMENl2OOl.

Sekarang berdasarkan peraturan perundang-

undangan Ketenagakeriaan yang baru diatur

hak-hak bagi pekeria/buruh yang di pHK

karena melakukan kesalahan berat, atau

pekeria/buruh mengundurkan diri atas

kemauan sendiri termasuk mangkir yang

dikualifikasikan sebagai pengunduran diri

berdasarkan Pasal 158 (4), 152 ayx (2) dan

168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2OOi,

yaitu selain mendapakan uang penggantian

hak, juga mendapmkan uang pisah sesuat

dengan aturan yang ditentukan dalam pK

atau PP|PKB di perusahaan / tempat keria

pekeria/buruh yang bersangkutan sepanjang

memenuhi kriteria orang atau pensonll yang

memungkinkan untuk mendapatkan uang

pisah berdasarkan . ryarat-ryarat dan

mekanisnre yang ditentukan.

Svarat dan Mekanjsme Pemberian Uang

Pisah.

Tidak semua pekeria/buruh yang melakukan

kesalahan berat atau mengundurkan diri atas

kemauan sendiri berhak atas uang pisah.

Dalam pasal 158 ayat (4) disebutkan bahwa

bagi pekeria/buruh yang nrelakukan kesalahan

berat yang tugas dan fungslnya tldd< mewakiti

kepentingan pengusaha secara langsung

selaln (dapat memperoleh) uang penggantian

hak, fuga diberikan uang pisah yang besarnya

dan pelaksanaannya diatur dalam perianiian

kerja, peraturan perusahaan, atau perianjian

kerja bercama. Demikian juga dalam pasal

162 ayat .(2\ bagr pekeria/buruh yang

mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang

tugas dan fungsi4ya tidak mewakili
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kepentlngan pengusaha secara langpung

selain (dapt memperoleh) uang penggantian

hak, iuga diberikan uang pisah yang besarnya

dan pelakanaannya dlatur dalam pef,anilan

keria, peraturan perusahaan, atau perianilan

keria bersama

Untuk melakukan PHK dengan alasan

pekeria/buruh melakukan kesalahan berat,

pengusaha tidak perlu meminta izin (:

penetapan) pada lembaga penyelesaian

percelisihan perburuhan (Pasal l7l ayat (l)

io Pasal 2 Kepmenakertrans No.

150/MEN/2000), namun ada ryarat yang

harus dipenuhi oleh pengusaha yakni bahwa

PHK dengan (alasan) tuduhan pekeria/buruh

melakukan kesalahan berat harus didukung

dengan buhi-buktl yang kuat, seperti

pekerja/buruh benar'benar tertangkap tangan

melakukan perbuatan sebagairnan yang

dituduhkan, atau pekeria/buruh yang

bersangkutan mengakui perbuatannya

(:melakukan kesalahan berat) atau ada

laporan keiadian yang dhaut oleh pihak-pihak

yang benrvenang di Perusahaan Yang

bersangkutan dan didukung oleh salai'salai

(sekurang'kurangnya 2 orang). Kemudian

untuk mendapatkan hak atas uang pisah pada

Pemutusan hubungan keria karena

pengrrnduran diri atas kemauan sendiri,

syaratnya adalah pekeria/buruh harus

mengafukan permohonan pengurnduran diri

secara tertulis selambat'lambatnya 30 hari

sebetum hari H saat pengunuran diri

dilakukan; dan pekeria/buruh tldak terikat

dalap suatu ikatan dinas; serta pekeria/buruh

tetap melakukan kewajibannya sampal saat

pengunduran dlri dllakukan. Dalam PHK

dengan alasan pengunduran diri *as kemanan

sendiri inl, perusahaan tldak perlu

mememinta lzin (:penetapan) atas pHf

tersebut. Demikian iuga dipersyaratkan bahwa

untuk mendapatkan hak atq uang pbah

pekeria/buruh yang melakukan kesalahan

berat dan mengundurkan diri tercebut bukan

termuuk pada personil yang tugils dan

fungsinya mewakili keperntingan pengusaha

secara langsung (baca ; management

coimitteel. Apabita ryarat-syarat

permohonan dalam PHK karena alasan

mengundurkan diri tersebut tidak dipenuhi,

maka pihak pengusaha tidak mempunyai

kewaiiban untuk membayar uang pisah.

Kecuail pengusaha melepaskan haknya dan

memberikan kebiiaksanaan untuk

menyimpang dari ketentuan dan ryarat-syarat

tersebut.

Selaniutnya ryarat-ryarat mangkir ( 168 ayat

(l)) pada PHK karena mangkir Yang

dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri,

antara lain yang harus terpenuhi yaftu bahwa

mangkii yang dilakukan oleh pekeria/buruh

tersebut dllakukan selama 5 hari keria atau

lebih secara berturut-turut dan tanpa

keterangan secara tertulis disertai bukti'bukti

yang sah dan terhadap pekeria/buruh

tercebut (oleh pengusaha) telah dlpanggil

secara tenulis 2 kalisecara patut.
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Dalam kasus pekeria/buruh melakukan

mangkir yang dikualifikasikan sebagai

mengundurkan diri, tidak ada ketentuan

mengenai perlu-tidaknya apakah

pekeria/buruh tersebut termasuk penton

dalam management commlttee yang tugiN

dan fungsinya mewakili atau tidak mewakili

kepentingan pengusaha secara langsung.

Dengan demikian dapat ditafslrkan bahwa

uang pisah dalam kasus pekerla/buruh yang

mangkir yang dikualifikasikan sebagai

mengundurkan diri bisa dari semua kalangan

dan lapisan pekeria/buruh untuk mendapat

uang penggantian hak dan uang pisah tanpa

membedakan masuk dalam kelompok

nnnagement commitee atau tidak.

Yang Berhak Menerima Uang Pisah.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam

pasal I 58 ayat (4) dan pasal I 62 ayat (2) '
kalimat pertama- bahwa bagi pekeria/buruh

yang diputuskan hubungan kerianya (PHK)

karena alasan kesalahan berat dan karena

mengundurkan diri atas kemauan sendlrl, ada

ketentuan bahwa pekerfa/buruh yang tugas

dan fungpinya tldak mewakili kepentingan

pengusaha secara langsung selain

memperoleh a&ru menerima uang

penggantian hak, diberika uang pisah. Pada

PHK karena alasan mangkir yang

dikualifikasikan sebagal mengundurkan diri

yang diatur dalam pasal 169 ayat (3), tidak

ada ketentuan afiu perryaratan tersebut.

Yang dimalsud Pekeria/buruh yang tugas dan

fungsinya tidak mewakili kepentingan

pengusaha secara langsung adalah

pekerfa/buruh yang tldak termasuk dalam

"management commitee" yakni tt orang

dalanl' yang mempunyal kepentingan

langsung dengan manaiemen perusahaan atau

pimpinan perusahaan. Siapa saia orang-orang

yang termasuk datam management commltee

teruebut, harus ditentukan dalam peraturan

perusahaar atau perianjian keria bersama

(PPIPKB) dengan memperhatikan dan

mengindahkan mekanisme pembuatan

peraturan perusahaar (PP) atau perjaniian

keria bersama (PKB) berdasarkan pasal I I O

dan pasal I 16 UU Nomor 13 Tahun 2@3.

Dalam UU Nomor l3 Tahun 2OO3

disebutkan . bahwa pembuatar PP disusun

dengan memperhatikan saran dan

pertimbangan' darl wakil-wakil pekeria/buruh

(pasal 110), dan pembuatan PKB dilakukan

oleh (beberapa) Serlkat Pekeria/Serikat Buruh

yang tercatata dl instanbl ketenagakeriaar

(Pasal I 16).

Siapa-siapa yang ditentukan sebagal

manajemen komite tersebut datam PPIPKB

sangat tergantung kemauan para pihak yang

berkepentingan, baik pihak pekeria/buruh

atau Serikat Pekerla/Serikat Buruh ?. Dalam

praktek beberapa perusahaan menyebutkan

orang-orang yang mendudukl iabatan-iabatan

yang menanganl masalah perconalia, human

resounte development (HRD) atau g:eneral

afhir manager (GM), manaier produlsi,
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financial manager, atau manager pemasaran,

adalah sebagai orang'orang yang mempunyai

tugas dan funpi mewakili kepentingan

pengusaha secara langsung atau disebut

sebagai "orang dalam" pengtsaha. Demikian

iuga ada yang menyebutkan secara umum

dengan meng'generalisir dalam peraturan

perusahaar dan perianiian keria bersama,

yakni (misal) semua orang'orang yang

menduduki iabatan supervisor keatas adalah

"orang dalam" yang dikategorikan sebagal

manaiemen komite Yang memPunYal

kepentingan langsung dengan perusahaan.

Dengan demikian orang-orang/peiabat'

pelabat tersebut tidak berhak atas uang pisah.

Ada lagi dalam praktek, suatu PKB mengatur

dalam ketentuan umumnya bahwa orang

yang term:Nuk management commitee adalah

(antara lain) Direktur. Demikian iuga ada

yang menuniuk Direktur dan Komisaris.

Klausul ini belum tentu benar, karena apabila

seseorang Direktur (termasuk Komisaris)

diangkat oleh RUPS dan namanya tercantum

sebagai salah seorang anggota Direki (atau

Komisaris) dalam AD perseroan, maka ia

bukan pekeria. Jabatan Direktur (dan

Komisaris) seperti itu pengaturannya bukan

merupakan komPetensi hukum

ketenagakeriaan, tetapi diatur dalam UU

tersendiri (seperti) UU Nomor I Tahun

1995 tentang Perseroan Terbato. Akan lain

halnya apabila seorang Direktur bukan atau

tidak diangkat oleh RUPS, akan tetapi ia

diangkat oleh Direhur Utama atau salah

seorang Direktqr dalam jaiaran Direki untuk

menduduH suatr iabatan atau memimpln

suatu unit tertentu, rnaka Direktur sepertl ini

dapatlah dikategorikan sebagal seorang

pekerfa dan termasuk marragament

committee. Dengan demikian apabila

Dlrektur (dan Komisaris) sepertl yang

dimaksud terakhir tersebut dikategorikan

sebagal managpment commlttee, tentulah

dapat dlbenarkan dan la termasuk orang yang

tldak drendapd uang plsah.

Jadi dapat dlslmpulkan mengenai siapa-siapa

"manalemen komite" tersebut, dapat diatur

bebas oleh yang berkepentingan dalam

peraturan penrsahaan atau perianiian keria

bercama yang menentukan siapasiapa saia

atau iabatan-iabatan apa saia yang

dikatagorikan iebagai management commitee

sepaniang pembuatan peraturan perusahaar

atau perianiian keria bersama tersebut dibuat

sesuai peraturan perundang-undangan dan

mekanisme yang ada dalam PPIPKB, maka

orang-orang atau pelabat -pelabat yang

ditentukan tersebut tidak berhak atas uang

pisah

Mungkin tlmbul pertanyaan : kenapa orang-

orang atau peiabat-peiabat yang ditentukan

sebagai managem'ent committee tersebut

tldak berhak atar uang pisah, padahat secara

hukum mereka iuga adalah pekeria/buruh

atau karyawan biasa yang memPunYai
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hubungan keria dengan pengusaha?

Perbedaan tersebut dapat teriadi karena

orang-orang yang menduduki iabatan-iabatan

tertentu tersebut terdapat perbedaan salary

yang jumlahnya lebih besar dari pada

karyawan lainnya. Hal ini teriadi karena

adanya tanggungiawab khusus bagi

penyandang iabatan-iabatan tersebut dan

iabatan-iabatan tersebut umumnya adalah

level middle management, sehingga mereka

yang menduduki labatan tersebut telah

mendapatkan kompensasi atau tunlangan

iabatan yang lebih besar. Dengan demikian

tidak diberikan uang pisah.

Besarnva Uang Pisah.

Baik dalam poal 158 ayat (4), maupun

dalam pasal 162 ayat (2) atau pasal 168

ayat (3) tidak disebutkan berapa jumlah dan

besaran uang pisah. yang harus diberikan

kepada pekeria/buruh apabila teriadi

pemutusan hubungan kerja karena kesalahan

berat atau mengundurkan diri atau mangkir

yang dikualifikasikan sebagai mengundurkan

diri. Demikian iuga dalam ketentuan umum

dan penielasan pasaFpasal tersebut sama

sekali tidak ada ketentuan lebih laniut

mengenai klausul uang pisah tersebut. Tetapi

dalam pasal-pasal tersebut hanya disebutkan

menganai besarnya dan pelakanaannya diatur

dalam Perianjian Keria, Peraturan Perusaham

atau Perjanjian Keria Bersama. Dengan

demikian iumlah atau besarna uang pisah dan

tolok ukur pemberian uang pisah diserahkan

kepada masing-masing pihak dalam membuat

Perjanjian Keria atau diatur dan dituangkan

secara kolehif dalam PP atau PKB. Apakah

pengaturan tercebut berdasarkan masa kerja,

atau berdasarkan posisi (level) jabatan

masing-masing personif terserah kepada

mekanisme pembuatan PP/PKB. Demikibn

juga, apakah uang pisah dibedakan antara

pekeria/buruh yang di PHK karena kesalahan

berat dengan pekeria/buurh yang di PHK

karena mengundurkan diri atau karena

mangkir, terserah kepada mekanlsme

PPIPKB. Yang ielas bahwa pekeria/buruh

yang di PHK karena kesalahan berat atau

karen-a mengundurkan diri secara baik-baik

yang tugas dan fungpinya tidak mewaklli

kepentingan pengusaha secara langsung

diberikan uang pisah (sdain uang penggantian

hak). Tidak dijelaskan dalam pasal 168 ayat

(3) menganai pekeria/buruh yang mangkir

selama 5 had berturut-turut atau lebih tanpa

keterangan secara tertutis dan buhi-buktl

yang sah, apakah disyaratkan : bukan

pekerla/buruh yang mempunyai tugas dan

fungsi yang tidak mewakili kepentiangan

pengusaha, atau tidak ?. Karena tidak ada

penjelasan lebih laniut mengenai

pekeria/buruh yang mangkir tersebut, maka

dapat ditafsirkan, bahwa PHK karena

mangkir, tidak disyaratkan kepada

pekeria/buruh yang mewakili kepentingan

pengusaha, tetapi dap* diberikan kepada

semua pekeria yang di PHK karena mangkir

tersebut. Namun semua ini diserahkan
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kepada mekanisme pembuatan PP/PKB,

termasuk substansi mengenal iumlah uang

pisah tercebut.

Pelanggaran Atas Ketentuan Pemberian Uang

Pisah'

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam

UU Nomor 13 Tahun 20O3 tidak diatur

mengenai uang pisah sebagai suatu hak bagi

pekeria/buruh yang diputuskna hubungn

kerianya (PHK), khususnYa bagi

pekeria/buruh yang di PHK karena alasan'

alasan melakukan kesalahan berat,

mengundurkan diri atas kemauan sendirl,

atau pekeria/buruh mangkir Yang

dikualifikasikan sebagal mengundurkan dlri,

walau pemberian uang pisah tersebut selain

harus (terlebih dahulu) telah diatur dalam PK

atau PPIPKB, iuga harus memenuhi

persyaratan-persyaratan dan criteria

pekeria/buruh yang berhak menerimanya.

Pertanyaannya : apakah pemberian uang

pisah tercebut merupakan ketentuan yang

normative, atau dengan kata lain apakah

pekeria/buruh yang di'PHK karena alasan-

alasan sebagaimana ditentukan'tersebut

berhak atas uang pisah? dan sebaliknya

perusahaar berkewaiiban untuk

membayarnya ?.

Pertanyaan ini beralasan karena dalam

ketentuan umum dan pasal-pasd yang

menyebutkan mengenai uang pisah tercebut,

demikian iuga penielasannya tidak

menerangkan lebih laniut mengenai wallb

atau tidaknya pemberian uang plsah apabila

timbul hak atas uang pisah tersebut. Dalam

semua pasaFpasal 158, 162 dan 168 UU

Nomor 13 Tahun 2@3 tersebut hanya

menyebutkan bahwa pekeria/buruh yang

bersangfiutan "selain memperoleh uing

penggantian hak, diberikan uang plsah".

Pertanyaan selanlutnya, bagaimana kalau

perusahaar tidak memberikan uang plsah,

atau bahkan tldak mengatur mengenai uang

pisah, baik dalam PK atau PP/PKB. Apakah

ada sankl bagi pengusaha ? Walaupun secara

eksplisit, dalam UU Nomor 13 Tahun 2AA3

tidak secara tegas tersurat "harus atau walib

diberikan uang pisah", tetapi dengan kalimat

"diberikan uang ptsah", dapatlah ditafsirkan

bahwa "harus diberikan" berupa seiumlah

uang yang merupakan uang pisah yang

besanrya dan pelalsanaannya diatur dalam

PK, atau PPIPKB. Dengan diaturnya

pemberian uang pisah tercebut dalam UU

Nomor 13 Tahun 2OO3, berartl uang pisah

tersebut sudah meniadi hak (normatiO

pekeria/buruh, sehingga apabila

pekeria/buruh tidak diberikan uang pisah dan

kemudlan meniadi percelisihan, maka sudah

ielas pengusaha tetap akan diwaiibkan untuk

memberlkan uang pisah tersebut.

Saran

Bagimana kalau uang pisah tidak diberikan?.

Atau uang pisah tetap diberikan, akan tetapl

perusahaar tidak mau mengatumya dalam
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PPIPKB, tldak ada sankd, tapl harus tldak lag dtberlkan "uang penghargaan masa

diberlkan. Seyoryanya segera setelah kerfa" dan "gantl keruglan" (sebagalmana

bertakunya UU Nomor 13 Tahun 2OO3 dlatur datam KEPMEN I5O/2OOO), tetapl

tanggal 25 Maret 2003, dlberlkan uang penggantlan hak dan uang

perusahaar/pengusaha menyesualkan plsah. Selamat mengatur.

perlanllan kerianya (PK) atau peraturan

perusahaar/pertanfhn kerfa bersamanya

(PPIPKB), sehlngga apablla terladl pemutusan

hubungan kerla dengan alasan pekerla/buruh

melakukan kesalahan berat, atau karena

pekerla/buruh melakukan kesalahan berat,

atau karena pekerfa/buruh mengundurkan Umai Kasim

dlrt atas kemauan sendlrl, atau karena

mangklr yang dlkuallflkaslkan seba;-' f,sDala ftb Beglan f,onsultarl f,uf,umEdr Baglap Bentual Eukun, Blm f,ulrun rtan f,Lt{
pengunduran dlrl, terhadap pekerfa/buruh llepnaksrtrans.

r
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TINJAUAN PERATURAN PERUNDANoAN

TERHADAP ANAK YAN6 TERPAKSA BEKERJA

Oleh : Hi"dayatiAgan, Sr{1W{

PENDAHULUAN

nak pada hakikatnYa adalah tulang

punggung pembangunan bangsa di

masa yang akan datang, sehingga sudah

sepantasnyaldt anak harus mendapatkan

perhatian yang lebih baik keselahteraan,

terutama di bidanrbidang pendidikan,

kesehatan, soslal budaya dan pengembangan

dirtnya baik fisik maupun mental. Pada

kenyataan kondisi dl lndonesia belum

memungkinkan hal tersebut. Sebagian besar

masyarakat tndonesia masih berkisar pada

masalah'masalah pemenuhan kebutuhan

primer, yang mengakibatkan sebagai anak

terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah

guna pemenuhan kebutuhan primer tersebut,

terutama di bidang pangan. Tentu saia anak

terpaka memikul dua beban berat, yaitu :

( | ) anak harus meniadi tulang punggung

pembangunan bangsa dimasa yang akan

datang dan (2) anak harus puta meniadi

tulang punggung keluarga dalam memenuhi

kebutuhan primer. Dalam hal yang kedua

akan menutup sebagian besar kesempatan dan

waktu anak menggunakan hak'haknya dalam

memperoleh kesetahteraan, baik di bidang

pendidikan, kesehatan, sosial budd'ya dan.

pembangunan dirinya.

Dalam menghadapi situasi di atas, peran

pemerintah dirasakan sangatldl penting

terutama dalam hal penyediaan peraturan

perundangan yang mengatur anak yang

terpaka bekerfa. Tutban inl akan mencoba

untuk mempelalarl secara rincl :

l. Sampal selauh manakah eklntend

peraturan perudangan yang mengatur

anak yang terpaksa bekeria?

2. Seiauh manakah dilema yang ada dalam

peraturan perundangan mengenai anak

yang terpaksa bekeria.

PERATUMN PERUNDANGAN YANG

MENGATUR MASALAH ANAK YANG

TERPAKSA BEKER]A.

Secara formal lndonesia telah mempunyal

peraturan' perundangan yang mengatur

masalah anak yang terpaka bekeria atau

buruh anak. Peraturan perundangan tenebut

adalah :

I . Undang'undang Nomor l2 Tahun l9't8

tentang Keria Juncto Undang'undang

Nomor I Tahun l95l tentang

pernyataan berlakunya Undang'undang
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2.

Nomor 12 Tahun l9't8 dari Republik

lndonesia untuk seluruh lndonesia,

khususnya Pasal 2 dan iunctro Pasal I

ayat ( I )-d.

Pasal 2 "Anak-anak tidak boleh

menialankan pekeriaan".

Pasal 3 "Jika seorang mak yang berumur

6 tahun atau leblh terdapat dalam

ruangan yang tertutup dimana sedang

dijalankan pekerfaan, maka dianggap

bahwa anak itu menialankan pekerfaan dl

tempat ift,,.

Pasal I ayat ( | )'d "anak lalah orang laki'

laki maupun perempuan yang berumur

l 4 tahun kebawah".

Undang:undang Nomor l4 Tahun 1969

tentang Tenaga Keria, tepatnya Pasal l,
pasal 3, 4 dan Fual 9.

Pasal I "Tenaga Keria adalah

tiap orang yang mampu melakukan

pekeriaa guna mengfiasitkan barang atau

barang baik memenuhi kebutuhan

masyarakat".

Kitab Undangundang Hukum Perdata

(KUHP) tepatnya Pasal 160-g dan h :

Pasal 160'g "(1) seorang belum dewasa

adalah mampu membuat perianiian keria

sebagai buruh, iika ia untuk itu

dikuasakan oteh walinya menurut

undang:undang baik dengan tulisan

maupun tertulis" (2) kuasa lisan hanya

berlaku untuk pembuat perfaniian keria

tertentu. Jika ia belum dewasa berusla

genap delapan belas tahun, kusa itu harus

diberikan dengan berryarat.' (3) tika

kuasa diberikan tertulis, si belum dewasa

wajib menyerahkan surat kuasanya

kepada maiikan yang harus segera

menyampalkan salinan yang di tanda

tanganl kepada si belum dewasa dan

pada waktu berakhirnya hubungan keria

mengemballkan surat kuasa tercebut

ftepada si belum dewasa atau orang yang

mendap*kan hak darl padarya. (4)

sekedar tidak secara tegas dikecualikan

dengan syarat tertentu dalam kuasa

dalani segala hal yang berkenan dengan

perianilan kerla yang dibuat berdasarkan

kuasa yang telah diberikan itu, si belum

dewasa dipersamakan dengan orang

dewasa, dengan tidak mengurangi

ketentuan pada ayat ketiga Pasal 1602-f.

Namun demikian ia tidak dapat

menghadap di pengadilan tanpa di bantu

oteh walinya ternyata bahwa wali

tercebut tidak mampu menyatakan

kehedaknya. "Pasal l60l -h" iika seorang

belum dewasa yang belum mampu untuk

membuat perjaniian keria telah membuat

perlanlian keria dan karena itu selama

enam minggu telah melakukan pekeriaan

pada maiikan dengan tidak perlawanat
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darl wallnya ltu untuk membuat

perianjian keria tersebut".

Staatblad 1925 Nomo 647 tentang

pembatasan pekeriaan anak dan

pekerjaan wanita pada malam hari juncto

staatblad 1949 Nomor 8 tentang

pembatasan kerja anak-anak, yang

mengubah bafas usia makimum seorang

anak dari 12 tahun pada Staasblad

1925 Nomor 647 14 tahun. Beberapa

pasal yang relevan untuk kutip dari

Staasblad 1925 Nomo 647 adalah

Pasal I "anak dl bawah umur 14 Tahun

tidak boleh menjahnkan pekeriaan antara

pukul delapan malam dan pukul lima

pagi, dl atau untuk suatu perusahaan.

Pasal 2 (l)"Seorang anak di bawah

umur dua belas tahun tidak boleh

menjalankan pekerfaan : (a) di pabrlk,

yaltu ruangan tertutup atau dl dlanggap

teftutup. Dimana didalam atau untuk

keperluan suatu perusahaan

dlpergunakan satu alat benenaga mesin

atau lebih; (b) "di tempat keria, yaitu

ruangan tertutup, dimana di dalam atau

untuk keperluan suatu perusahaan

biasanya dl lakukan pekerlaan,

pemeliharaan, perbaikan dan

pembongkaran dan pada perusahaan

kereta api dan trem; (e)" pada

pembuatan, pembongkaran dan

pemindahan barang baik di pelabuhan,

dermaga dan galangan kapal maupun

stasiun, tempat pemberhentian dan

tempat penyimpanan barang dan gudang,

kecuali lika membaua dengan hngan.

(2) dengan tidak mengurangi ketentuan-

ketentuan dalam ayat pertama, anak dl

bawatr umur 12 tahun pada umumnya

tldak boleh memindahkan barang berat

didalam atau untuk keperluan tenaga

yang terlalu besar dari padanya. (3)

Yang tidak dlanggap sebagai pekerfaan

itu di lakukan semata-mata oleh anggota-

anggilta keluarga atau secara gotong

royong menurut keblasaan yang berlaku

s6tempa$ (c) Di sekolah tekntk dan

kejuruan untuk umum atau yang berada

di bawah pengawasan pemerinuh; d

diurmah pendidikan anak nakal dan

rumah penampungan sementara dan

usahausaha soslal yang berada dl bawah

pengawasan pemerlntah. (4) Apablla

tersendlrl, akan tetapl yang berhubungan

satu sama lain, maka ruangan tercendiri

itu dianggap sebagai merupakan suatu

ruangan yang tldak terpbah satu sama

lalnnya. (5) Bilamana seorang anak yang

berumur lebih darl delapan tahun dan

kurang dari dua belas tahun terdapat

dalam suatu ruangan tertutup atau

dianggap tertutup, dimana pekeriaan

dilakukan, maka anak ltu dianggap

sebagal melakukan pekerfaan terlarang

disitu, kecuali jlka dinyatakan

sebaliknya".
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Pasal 4 "kepala atau pengurus

perusahaan waiib meniaga agar dl

perusahaan tldak diialankan pekeriaan

yang bertentangan dengan ketentuan

termasuk pada ketlga Pasal terdahulu".

Kewaiiban bersama terletak pada pegawal

perusahaan yang diserahi tugas untuk itu,

sepaniang mereka oleh kePala atau

pengurus secara tegis diserahi tugas

untuk itu meniaga ditaatinya ketentuan'

ketentuan itu. Pasal 5 "kewaiiban kepala

atau pengurus atau pegawal perusahaan

yang diserahl tugas mengawasl pekerlaan

tersebut pada Pasal 4, dianggap telah di

penuhl llka mereka mebuktlkan, bahwa

oleh mereka telah diberikan perlntah

seperlunya dan telah dilakukan

pengawasm sepatutnya untuk menlamin

diudnya ketentuan'ketentuan ltu".

Pasal 6 "kepala pengurus perusahaan

dan orang:orang yang bekerla dl

perusahaan wailb untuk memberikan

keteranga yang dlmlnta oleh pelabat yang

berwenang mengenai soal-soal dan hal

yang berkenan dengan Petaksanaan

aturan lni".

Pasal 7 " (l) Pelanggaran terhadap

'ketentuan pada pasal 4 dan 6 dipidana

dengan kurungan selama-lamanya satu

bulan atau denda sebanyak'banyaknya

seratus rupiah (seribu lima ratus rupiah).

(2) lika pada waktu metakukan tindak

pldana belum lewat dua tahun saia yang

bersalah dikenakan pldand yang tldak

dapat diubah lagi karena pelanggaran

seperti tefmasuk diatr, maka dap*

dlkenakan kurungan selama-lamanya dua

bulan atau denda sebanyk-banyaknya dua

ratus rupiah (tisa ribu ruplah). (3)

tindakan pidana termasuk pada pasal ini

dianggap sebagal pelanggaran.

Staasbld 1926 Nomor 87 tentang

pekerlaan anak dan orang muda dl kapal,

yang beberapa pasalnya dlkutlp sebagal

berikut :

Pasat 2 "anakdl bawah umur 12 tahun

tldak boleh menialankan pekerfaan di

kapal, kecuall blla la bekeria dl bawah

pengawasan ayahnya atau seorang

keluarg sampal deralat ketlga"..
]L

Pasat 5 "nahkoda wailb menlga agar dt

kapal tldak dilakukan pekerlaan yang

benentangan dengan ketentuan dalam

peraturan lnt".

Pasal 6 (l) Nakhoda dl pidana dengan

denda sebanyak-banyaknya dua ratus

ruplah (tiga rlbu ruplah) untuk tlap-tiap

pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5

,(2) iika pada waktu melakukan tindak

pldana itu belum berselang dua tahun

lamanya seiak yang bercalah diiatuhi

pidana yang tidak dapat diubah lagi,

5.
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karena pelanggaran termuuk pada ayat

( I ), maka dapat dipidana dengan denda

sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah

(tujuh ribu rupiah). (3) Tindak pidana

pada pasat ini dianggap sebagai

pelanggaran".

Staasblad 1930 Nomor 3,11 tentang

peraturan pengawasar di tambang

tepatnya Pasal I 70 ayat (4) dan (5) dan

pasal l7l juncto Pasal 254 dan 255.

Pasal l7O ayat (4) dan (5) "yang

termasuk pada ayat ( I ) (seorang yang

mengemudikan mesin angkat dan

pemberi iryarat pada sumur tambang)

harus sudah mencapai usia dua puluh

satu tahun". Anak laki-laki yang belum

mencapal usia l6 tahun dan wanlta tidak

boleh di pekeriakan pada memuat dan

membongkar kurungan' (= tempat

mengangfiut galian).

Pasal 254 "pelanggaran atat ketentuan

dalam peraturan ini dipidana dengan

kurungan selama-lamanya lima ratus

ruPiah (= tuiuh ribu ruPiah).

Pasal 255 "dengan kurungan selamanya

tiga bulan atau denda sebanyak'

banyaknya sepuluh ribu ruPiah ( =

seratus lima puluh ribu rupiah) di pidana

seorang pemegang hak konsesi, seorang

pemegang lzin dan seorang penemu atau

wakil mereka yang datan hal pelanggaran

atas ketentuan oleh pegawai (a) telah

memberi perintah di perusahaan yang

mereka ketahui atau ,harus diketahui

bahwa perintah itu bertenangan dengan

aturan perundangundangan; (b) "karena

tindakan atau kelalaian mereka tidak

memungkinkan pelakanaan'ketentuan

ini"; (c) "mengetahui adanya tindakan

atau kelalaian mereka tidak

memungkinkan pelaksanaan ketentuan

itu; (d) telah lalai dalam rnengawasl

mereka.

Peraturan Menterl Tenaga Kerfa Republik

lndonesia Nomor PEROI/MEN/I987

tentang perlindungan bagi anak yang

terpaka . bekeria. Beberapa pasal

dlantaranya adalah :

Pasal ' ll (l) "Anak yang terpaka

bekeria adalah anak yang berumur 14

tahun karena alasan sosial ekonomi

terpaksa bekeria untuk menambdr

pengahsilan untuk keluarga maupun

memperoleh penghasilan untuk dirinya

sendiri. (2) "anak yang terpaka bekerfa

harus mendapat iiin orang

tu a/rJval i/pen gasuh ".
Pasal 2 (l) "anak yang terpaka bekerfa

boleh dipekeriakan kecuali sebagai

berikut : (a) di dalan tambang lobang di

dalam tambang atau tempat mengambil

logarn dan bahan-bahan lain didalam

tanah, (b) pekeriaan dikapal sebagai

tukang apl atau tukang bagr bara, (c)

pekeriaan diatas kapal. kEcuali la bekeria

7.
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dl bawah ,pengawasan ayahnya atal

seseorang keluarga sampat kederafat ke

tiga, (d) pekeriaan mengangkat barang-

barang bgrat, (e) pekerfaan yang

berhubungan dengan alat-alat produkl

dan bahan-bahan berhaya, (21 Pengusaha

waflb bertanggung fawab terhadap anak-

anak yang terpaksa bekerfa sebagaimana

yang dlmakudkan dalam ayat (l ).
Pasal 3 (l) Pengusaha yang

mempekerlakan anak yang terpaksa

bekeria waflb melaporkan kepada

Departemen Tenaga Keria. (2) tata cara

pembuatan laporan ditetapkan oleh

Menterl Tenaga Kerfa.

Pasal 4 "Pengusaha yang mempkeriakan

anak yang terpaksa bekerla waiib

memenuhl ketentuan sebagal berikut :

(a) tldak mempekerfakan lebih dari 4

fam seharl (b) tldak memepekeriakan

pada malam hari (c) memberikan upah

sesuai dengan Beraturan pengupahan

yang berlaku; (d) memellhara daftar

nama, umur dan tanggal lahir, tanggal

mulai bekeria dan ienis pekeriaan yang

dllakukan".

Pasal 5 "Pengusaha yang melanggar

ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan

Pasal 4 Peraturan Menterl lnl dlpldana

dengan kurungan selama-lamanya 3

(tiga) bulan atau dende setinggl-tlngginya

Rp. 100.0m,- (seratus ribu rupiah)

sesual dengan ketentuan Pasal 17

Undangundang Nomor l4 Tahun 1969

tentang Ketentuan-ketentuan pokok

'Tenaga Kerfa". ' '

Pasal 6 "Bagl pengusaha, dlmana

terdapat anak yang terpaka bekerfa

perlu bekerfa sama dengan berbagal

plhak untuk mengusahakan bgar a4ak

tersebut dlberi kesempatan untuk

mendapmkan pendldikan dasar dalam

rangka pelaknaan Program Wailb

Belafa/'.

Mesklpun secara formal lndonesia telah

memilikl peraturan perundang-undangan

y.ang mengatur masalah anak yang

bekerfa, tetapl peraturan perundangan

yang ada mempunyai kelemahan-

kelemahan dalam pelakanaannya.

Kelentahan tenebut antara laln dua aspek

yaltu secara umum dan ldrusus.

Secara Umum

Kesemua peraturan yang ada hanya mellputl

dan mengatur masatah anak yang terpaksa

bekeria dlsehor format, artlnya peraturaft

peraturan yang ada hanya mengatur anak

yang bekerla pada badan-badan usaha, atau

kapal yang telah terdaftar atau mempurryal

lzln darl Pemerlntah Republlk lndonesia, dan

tidak mellndung anak yang bekerla dlsehor

lnformal atau badan-badan usaha yang laln

tidak terdafur dan atau mempunyai lzin dafl

Pemerintah Republik Indonesia.
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Peraturan yang ada hanya mempunyai sanki

yang rlngan, karena bila teriadl pelanggaran

terhadap peraturan yang ada hanya

dlkategorlkan pelanggaran ringan. Kecuall

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948

luncto Undang:undang Nomor I tahun

1951, batasan'batasan anak yang terpaka

bekeria atau buruh anak, tidak melarang anak

bekeria ataupun orang tua yang menyuruh

anaknya bekeria.

l. Undang:undang Nomor 12 tahun 1948

tuncto Undang:undang Nomor I Tahun

l95l .

Diantara peraturan Yang mengatur

masalah anak yang terPaka bekerfa,

Undang'undang Nomor 12 Tahun 1948

iuncto Undang'undang Nomor lTahun

l95l adalah satu'satunya perundangan

yang mengatur larangan seorang anak

unutk bekeria. Kelemahan'kelemahan

didalam undang'undang inl daPat

diuraikan dibarah ini.

Baik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang:undang

Nomor 12 Tahun 1948 belum mempunyal

Peraturan Pemerintah sebagal peraturan

pelalsanaan, sehingga keberadaan dua pasal

ini tidak seperti yang diharapkan, karena

walaupun undang'undang ini keberadaan

diakui, penegakan hukum dari undangundang

ini tidak dapat dilaksanakan. Kata " pekeriaan

" pada pasal 2 dan . Pasal 3 memPunYal

pengertian yang terlalu luas (kurang

diplnitip). Hal lnl dapm mendeflnlslkan apa

yang dimakud dengan akata pekerlaan. Yang

terdapat hanya larangan anak melakukan

pekeriaan, yaltu untuk menlaga kesehatan dan

memberlkan kesempatan untuk mengcap

pendldlkan.

Menurut lmam Soepomo (almarhum) dalam

bukunya "hukum perburuan, undang-undang

dan peraturan ( 1990), pasal-pasal di dalam

undang-undang hanya berisi azas-azas

pelalsanaan hukum ketenagkeriaan, yang

sepantirnya berada dl peraturan perundangan

tingkat U ndang:undang Dasar.

2, Kltab Undang-undang Hukum Perdau

Pdsd l60l-gdan l60l-h

Ada dua kelemahan dari Pasal 160l-g

dan 1601-h dalam KUHP itu. Pertama,

kedua . pasal ini iustru memberikan

kesempatan dan kelonggaran bagi anak

untuk bekeria, asalkan orang tuanya

menyetuiui. Apa lag pasal 1601'h,

mempertegas bahwa anak dapat dianggap

mampu untuk membuat perianilan kerla

iika selama enam minggu telah bekeria

dan tldak ada perlawanan darl wall sl

anak. Kedua pasal'pasal di atas tldak

membatas usia minimum kapan seorang

belurh dewasa dapat membuat perianiian

kerfa dan meld<ukan pekeriaan.

3. Staasblad 1925 Nomor 647.

Statsblad lnilah yang sampal sekarang

maslh dlperlakukan sebagal sumber

24



hukum setingkat Undangundang untuk

mengatur masalah anak yang terpaka

bekeria.

Kelemahan-ketemahan dari statsblad ini

paling tldak ada tiga hal : Pertama pasaF

pasal dalam stattsblad yang mengatur

maalah anak yang bekeria, terbatas pada

pembatasan apa yang dapat dan tidak

dapat di lakukan anak, tldak mengacu

upay&upaya untuk melarang anak

bekeria dan memberikan kesempatan

anak memperoleh kesempatan hak'

haknya, misalnya pendidikan, kesehatan,

sosial budaya dat pengembangan dirinya,

kedua tidak mengatur baus waktu

makimum seorang anak dlperkenankan

untuk bekerla, sehlngga shttsblad lnl

memberikan kemungkinan teriadinya

pengesfortasiar anak yang bekeria,

walaupun la bekerla, walaupun la bekeria

disektor formal. Ketiga, staatsblad ini

bertentangan dengan hukum yang lebih

tinggl, perianiian keria tersebut yang

dibuat lisan ataupun tulisan, sehingga

apabila anak dibanrah umur 12 tahun

yang lngin kerla di pabrik misatnya dapat

diperkenankan bekeria di pabrik tercebut

asalkan mengerti perianilan kerianya.

4. Staatsblad 1926 Nomor 87.

Kelemahan'kelemahan pasal'pasal yang

mengatur anak yang terpaka bekerfa

pada starublad lni, sama dengan delema

pada sraatsblad 1925 Nomor 647

diatas.

5. Staasblad 1930 Nomor 341.

Pasal-pasal dlatas, mempunyal

kelemahan-kelemahan antara lain bahwa

pasal-pasal dalam staatsblad lnl hanya

mengatur larangan bagl .seorang yang

berusla dl bawah 16 tahun bekerla di

tambang bawah tanah atau sumur

tambang. Pada kenyataan tidak semua

pertambargan dilakand<an dengan

membuat sumur tambang atau

pertambangan dl bawah tanah, rnisalnya

pertambangan kapur, ambang lntan, dan

tambang batu bari. Aklbatnya staatslabd

inikurang cocok dl terapkan pada

pertambangan diatas tanah di areal

terbuka.

6. Peraturan Menteri Tenaga Keria Nomor

PER-OI/MENI987

Pasal-pasal yang tedapat di dalam

peraturan Menterl lnl memPunYai

kelemahan-kelemahan, diantaanya pasal

l, ymg tidak membatasi usia minimum

anak dapat melakukan pekeriaan yang

diperkenankan, sehlngga dl takutkan

pengusahapengusaha yang nakal akan

memanfa*kan kelemahan lnl, dinuna

anak yang masih kecll (4 sld 7 Tahun)

dapat saia dlmanfaatkan untuk

t-
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melakukan pekerlaann di perusahaannya.

Selain itu, Peraturan Menteri lni adalah

peraturan perundangan terendah,

sehingga keberadaannya tidak dapat

menggantikan peraturan-peraturan lain

yang lebih tinggi, mlsalnya staatsblad dan

KUHP, sehingga pasaFpasal tertentu

dalam peraturan Menteri lnl tidak dapat

di lakanakan, mlsalnya Pasal I ayat (2)

dalam peraturan Menteri mengenai harus

ada izln orang tua/wafl/pengasuh bagi

seorang anak bekerfa, bertentangan

dengan pasal l60l-h KUHP yang

memperkenakan seorang anak dl bawah

umur untuk membuat perianiian keria

untuk dapat bekerfa asalkan ia telah

bekeria selama enam mingBu benurut-

turut selama enam mlnggu. Contoh lain

adalah masalah sankl dalam Pasal 5,

yaitu saknsi pidana tiga bulan atau denda

Rp.100.000,- tidak dapat dilakanakan,

karena benentangan dengan sanki pada

pasal 7 staatsblad 1925 Noor 647 dan

staatsblad 1930 Nomor 341, yang

sanki-sanki dendanya reletif lebih

rendah.

MASALAH PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI ANAK YANG TERPAKSA BEKER]A

DI SEKTOR FORMAL.

Sampai saat ini peraturan perundangan

ketenagakerjaan di Indonesia,

khususnya yang mengatur masalah

anak yang terpaksa bekerja, terbatas

pada peraturan perundangan yang

mengatur masalah anak yang terpaksa

bekerja di sektor formal. Hal ini menjadi

suatu delema, karena justru anak yang

terpaksa bekerja kebih . banyak

melakukan pekerjaan di sektor informal,

misalnya'jika" di kawasan "three in one"

anak Jerman, penjual Koran di jalan-

jalan, pembantu rumah tangga, dan

masih banyak lagi sektor informal yang

memakai tenaga kerja anak.

Ketida.k hukum atau kekosongan mengenai

perlindungan anak yang terpaka bekeria di

sektor informal sebenarnya dapat diatasi,

apabila peraturan mengenai hak-hak anak,

yang iustru sangat berperan bagi perlindungn

anak yang terpaska bekeria belum mempunyai

peraturan pelakanaannya. Peraturan-

peraturan antara lain :

l. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang keseiahteraan anak, pasal 2 dan

pasal 3 tentang hak anak joncto pasal 9

dan pasal l0 tentang tanggung fawab

orang tua terhadap keseiahteraan anak,

belum ada peraturan pemerintah sebagai

peraturan pdakanaarnya.

2. Undang-undang Nomor I Tahun 197,1

tentang perkawinan, pasal 45 ayat (l)
tentang kewaiiban orang tua memelihara

dan mendidik anak sebaik mungkin, iuga

belum ada peraturan pemerintah sebagai

peraturan pdakanaannya.
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t.3. Undang:undang Nomor 2 Tahun 1989

tentang rysten pendldlkan naslond, pasal

l4 ayat (3) tentang wallb belafar luga

belum ada peraturan pelakanaannya,

yang ada hanya Pencanangan waiib

belaiar oleh pemerintah, yang dari sudut
\.-.-

hukum tldik memPunYal kekuatan

hukum.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990 tentang Ratlfikasl Konvensl PBB

tentang hak-hak anak, terutama pasal 3,

pasal 6, pasal 19 dan Pasal 36 Yang

walaupun dapat diperlakukan tetapl

karena kedudukanya sebagai sumber

hukum yang lebih rendah dari peraturan

perundangan yang mengatur masalah

anak yang terpaksa bekeria membuat

Keputusan Preslden ini hanya dapat

dilaksanakan sebatas tidak bertentangan

dengan peraturan Perundangan Yang

lebih tinggl.

Undang-undang Nomor I Tahun 2000

tentang Pengesahan Konvensl ILO No.

182 mengenai pelarangan dan tlndakan

segera penghapusan bentuk'bentuk

pekerlaan terburuk untuk anak (lLO

Conventlon No. 182 Concernlng the

prohlbitlon and immedlate actlon for

ellmlnatlon for the ellminatlon of the

wo$t forms of chlH labour.

Alasan mengusulkan Konvensi antara

lain :

Dalam pengamalan Pancasila dan

penerapan peraturin perundang:

undangan masih dlrasakan adanya

penyimpangan perlindungan hak anak.

Oleh karena ltu pengesahan konvensl lnl

dimakudkan untuk menghapushn segala

bentuk terburuk dalam prahek

mempekeriakan anak serta meningil<atkan

perlindungan dan penegakan hukum

secara efektif sehingga akan lebih

menlamln perlindungan anak dari segala

bentuk tindakan perbudakan dan

tlndakan atau pekeriaan yang terabaikan

dengan praktek pelacuran, pronografi,

narkotlka dan psikotropika dan

menyangkrt perlindungan dari bahaya

kesehatan, keselamatan dan moral anak'

anak. Dalam konvensi ini lstilah bentuk-

bentuk pekeriaan terburuk untuk anak

adalah :

a. segala benftk perbudakan atau

praktek seienis perbudakan seperti

penlualan dan perdagangan anak'

anak, kerla lton (debt bondege) dan

penghambaan serta keria paka atau

walib kerla, termasuk pengerahan

anak-anak secara paka atau waiib

untuk dlmanfa*kan dalan konfllk
'bersenlata.

b. Pemanfaatan, penyedlaan atau

penawaran anak untuk pelacuran,

untuk produt<d pornografi, atau

4.
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untuk pertuniukan'Pertuniukan

porno.

c. Pemanfaatan, penyediaan atau

penawaran anak untuk kegiatan

haram, khususnya untuk produksi

dan perdagangan obat-obatan

sebagaimana diatur dalam perianiian

internasiond yang relevan.

d. Pekeriaan yang slfatnya atau

lingkungan tempat pekeriaan ltu

dllakukan dapat membahaYakan

kesehatan, keselamatan, atau moral

anak-anak. Sehingga dengan

meratifikasi konvensi maka anggota

ILO waiib menyusun program aki

untuk menghapus bentuk'bentuk

pekeriaan terburuk untuk anak dan

waiib mengambil'langkah'langkah

agar konvensi ini dapat dilakanakan

secara efektif, termasuk sanki

pidana.

Untuk melaksanakan konvensl lni telah

dibentuk Keputusan Presiden Rl Nomor

12 Tahun 20Ol tentang Komite Alai

Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk

Pekeriaan Terburuk Untuk Anak. Komisi

Aksi Nasional diketuai oleh Menteri

Tenaga Keria dan Transmigrasi yang

mempunyaitugas :

a. menyusun Rencana Al<si Nasional

(RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk

Pekeriaan Terburuk Untuk Anak;

b. melaksanakan pemantauan dan

evaluasi atas pelaksanaan rencana

Aksi Nasiond Penghapusan Bentuk-

bentuk Pekeriaan Terburuk Untuk

Anak; 
t

c. menyampaikan ' permasalahan-

permasalahan yang teriadi dalam

pelakanaat RAN;

Keputusan Presiden Rl No. 59 Tahun

2OO2 tentang Rencana Aki Nasional

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekeriaan

Terburuk Untuk Anak;

Bentuk-bentuk Pekeriaan Terburuk Untuk

Anak secara umum meliputl anak-anak

yang diekploitri secara fisik maupun

ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

1. anak-anak yang dilacurkan;

2. anak-anak yang dipenambangkan;

3'anak-anak yang bekeria sebagai

penyelam mutiara;

4. anak-anak yang bekeria di sektor

konstruki;

5. anak-anak yang bekeria dl termal;

6. anak-anak yang bekerla sebagai

pemulung sampah;

7. anak-anak yang dilibatkan dalam

produlsi dan kegiatan yang

menggunakan bahan-bahan peledak;

8. anak-anak yang bekeria di iahn;

9. anak-anak yang bekeria sebagai

Pembantu Rumdr Tangga;

lO.anak-anak yang bekeria di indusri

rumah tangga;
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I l.anak-anak yang bekeria di

perkebunan;

l2.anak-anak yang bekeria pada

penebagangan, pengolahan dan

pengangkutan kayu;

I 3.anak-anak yang bekeria pada industrt

dan jenis kegiaun yang menggunakan

bahan kimh yang beebahaya.

Dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dalam pasal 68 berbunyi :

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak,

dan diatur pula dalam Pasal 69 antara lain :

(1) Ketentuan sebagaimana dlmakud dalam

Pasal 68 dapat dikecualikan bagl anak

berumur antara 13 (tlga belas) tahun

sampal dengan 15 (llma belas) tahun

untuk melakukan pekeriaan fingan

sepaniang tidak mengganggu

perkembangan dan kesehaun fisik,

mental, dan soslal.

(21 Pengusaha yang mempekeriakan anak

pada pekerlaan ringan sebagalmana

dimaksud dalam ayat (l) harus

memenuhl persyaratan :

a. izin tertulis darl orang tua atau wali;

b. perianilan keria antara pengusaha

dengan orang tua atau wali;

c. wahu keria mikimum 3 (tiga) iam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak

mengganggu waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan keria;

f. adanya hubungan keria yang ielas;

dan

g. menefima upah sesual dengan

ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimakud dalam

ayat (2) huruf a, 4 f dan g dlkecualikan

bagl anak yang bekeria pada usaha

keluarganya.

Pasal 70

Anak dapat melakukan pekeriaan dl

tempat keria yang merupakan bagian

darl kurikulum pendldlkan atau

pelatlhan yang disahkan oleh peiabat

yang berwenang.

Anak sebagalmana dimalaud dalam ayat

(l) paling sedlkit berumur 14 (empat

belas) tahun.

Pekeriaan sebagaimana dlmakud dalam

ayat (l) dapat dilakukan dengan syarat:

a. diberi petunjuk yang jelas tenung

cara pelakanaan pekeriaan serta

bimbingan dan pengawasan dalam

melakanakan pekerfaan; dan

b. diberl perlindungan keselamatan dan

kesehatan keria.

(3)

(t)

(2)

(3)
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Pasal 7l

( | ) Anak dapat melakukan pekeriaan untuk

mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekeriakan anak,

sebagaimana dimakud dalam ayat (l)

waiib memenuhi qyarat:

a. di bawah pengawatan langsung dari

orang tua atau wali;

b. waktu keria paling lama 3 (tiga) iam

sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan keria tidak

mengganggu perkembangan fislk,

mental, soslal, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengBnai anak yang bekerja

untuk mengembangkan bakat dan minat

sebagaimana dimaksud daam ayat (l)

dan ayat (2) diatur derigan Keputusan

Menteri.

KEsI,IAPULAN

Dari kesimpulan inl dapat disimputkan

beberapa hal. Pertama, kondislsosial ekonomi

yang lndonesia memiliki kelompok besar

masyarakat yang masih berada di bawah garis

kemiskinan membuat anak masuk kelapangan

keria. Kedua terbatsanya peraturan

perundangan yang mengatur anak yang

terpaka bekeria, misalnya hanya staatsblad

1925 Nomor 647, staatsblad 1925 Nomor

87, staatsblad 1930 Nomor 347, Yang

merupakan sisa peninggalan kolonial yang

sudah tidak lagi sesuai dengan pe*embangan

zaman; dan terdapatnya dilema dari

peraturan perundangan yang ada saat ini

iustru mengaburkan tujuan perlindungan anak

yang terpaksa bekeria. Ketiga, walaupun ada

peraturan perundangan ketenagakeriaan yang

mengatur anak yang terpaksa bekeria, tetapi

keberadaan peraturan perundangan tersebut

ternyata tidak dapat mengantisipisl

perlindungan hukum bagi anak yang terpaksa

bekeria di sektor informal yang iustru

iumlahnya..sangat besar dibandingkan dengan

anak y_ang terpaka bekeria di sektor lnformal.

Keempat, peraturan perundangan lain

sebenarnya ada yang dipakai untuk mencegah

ketiadaan atau kekosongan hukum, misalnya

Undang-unilang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Keseiahteraan anak, Undang

undan! Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, Undang-undang Nomor 2 tahun

1989 tentang ryestem pendidkan nasional,

tetapi karena peraturan pelakanaarnya

masing-masing belum ada, membuat

peraturan-peraturan tersebut. Kelima, selain

peraturan-peraturan diatas, lndonesia telah

pula meratifikasi Konvensi PBB tentang hak'

hak anak, melalui Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990. Dengan telah diratifikainya

Konvensi PBB ini, dapat teriadi peraturan

yang melindungl hak anak yang terpaksa

bekeria baik di sektor formal maupun sektor

informal. Kendalanya hanya Keputusan

Presiden, sebagai peraturan perundangan
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yang tlngkatnya rendah hanya dapat

dlberlakukan selama tldak bertentangan

dengan peraturan yang leblh tlng8l, sepertl

Undang-undang dan staatsblad yang

mengatur masalah anak yang terpaka

bekerfa.

Keenam, untuk dapat mengantlslpel masalah

anak yang terpaksa bekerfa, pemerlntah perlu

membuat peraturan-peraturan perundangan

yang mengatur maalah anak yang terpaksa

bekerfa'*t 
Kdn

Hldayad A$m, SH, MH

Perancang Peraoran Perundangundangan

Blro Hukum drn KLN Depnakertrrnr
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Oleh: Hermanslah Ch.

PENDAHULUAN

etelah ditetapkannya Undang-undang

No. 13 Tahun 2W3 tentang

Ketenagakerlaan, akhir-akhir lni banyak timbul

pertanyaan tentang aturan mengenal PHK,

khususnya yang menyangkut ketentuan yang

mengatur tentang hak-hak pekeria yang tldak

bersedla bekerla dl tempat yang baru

sehubungan dengan perusahaan plndah lokasl.

Apakah pekerla/buruh berhak atas pesangon

atau karena penolakan tenebut dlanggap

mengundurkan dlrl sehingga tldak berhak aus

pesangon.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu

dikaji segala aturan yang menyangkut tentang

syarat-syarat keria dan pemutusan hubungan

keria, baik yang dlatur dalam Undang-undang

No. 13 Tahun 2OO3 maupun Peraturan

pelaksanaan mengenai ketenagakeriaan sebelum

berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun

2003.

PERMASALAHAN

Bila sebuah perusahaan pindah lokasi maka

dengan sendirinya seluruh asset termasuk SDM

yarq ada di perusahaan tercebut mau tidak

mau harus pula dipindahkan. Terhadap

pemlndahan asset yang berupa sarana dan

prasana perusahaan selaln gedung dan unah

tentu tldak akan menlmbulkan permasalahan,

namun teihadap pemindahan SDM, khususnya

tenaga kerla menladl permasalahan dan

penyelesaiannya tentu tidak mudah, apabila

iarak keplndahan lokasi tenebut melebihl

langkauan (iarak tempuh) yang normal antara

tempat tinggal pekeria dengan lokast

perusahaan yang baru. Bila demiklan halnya

mau tldak mau pekeria/buruh harus pindah

tempat tinggal agar dapat lebih dekat dengan

lokasi perusahaan yang baru, hal tenebut tentu

akan menimbulkan berbagal dampak terhadap

pekeria/buruh dan keluarganya, antara lain

berupa:

1. Dampak ekonomi, karena harus

mengeluarkan biaya untuk pindah
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rumah/mendapatkan tempat tinggal baru

dan biaya plndah sekolah.

2. Dampak soslal, karena harus menyesuaikan

diri dan beradaptasl dengan tempat tinggal

baru.

3, Dampak pendidikan, harus memindahkan

anak-anak ke sekolah yang baru, apabila

lokasi baru tersebut di daerah yang lebih

terpencil ada kemungkinan jarak lokasi

sekolah baru dan tempat tlnggal yang baru

dapat pula menlmbulkan masalah.

Dalam kondlsl yang demlklan adalah dapat

dlpahami apabila ada pekerla yang tldak

bersedia lkut plndah ke lokasl yang baru sesual

dengan kelnglnan pengusaha memindahkan

lokasi perusahaan.

Apabila antara kedua belah pihak tldak ada titlk

temu dalam penyelesaiannya, maka haltersebut

akan menfadl persellslhan hubungan industrlal

yang akan dapat berdampak kepada pemutusan

hubungan keria.

TTNIAUAN HUKUM

Dalam Pasal I 5l ayat ( I ) Undang'undang No.

l3 Tahun 2AO3 mengatur:

"Pengusaha, pekeria/buruh, serlkat

pekeria/serlkat buruh, dan pemerintah,

dengan segala upaya harus mengusahakan

agar iangan' 
'teriadi pemutusan hubungan

keria".

Jiwa dad Pasal I5l ayat (l) ini adalah, dalam

setiap penetlslhan aau perbedaai yang teriadi

hants dilakukan musyawarah untuk mencarl

lalan penyelealan yang sebaik-balknya.

Berunding dart hafi ke hatl, mencail lalan yang

saling tidak merugikan satu sama lain.

Pentndingan tenebut dl aas dapat dltakukan

melalul lembaga atau secara blpartlte antara

pengunha dengpn pekega/bunth aau seilkat

pekerla/sedkat bunth salz, dan apablla

perundlngan secara blpartlte tldak menemukan

peyyelesalan, maka kedua behh plhak dapat

memlnakan bantaan penyelealan pemeilnah,

dalam hal lnl pegawal perantara pada

Kantor/lnsansl yang membldangl

ke tenagakerlaan dl wllayah setempa t.

Dilanlutkan Pasal l5l avat (2):

oDalam hal segala upaya telah dilakukan, teapi

pemutusan hubungan kerla tldak dapat

dihlndad, maka maksud pematusan hubungan

keria waiib dirundlngkan oleh penguaha dan

sertkat pekeda/sedkat bunth aau dengan

pekeila/butuh apabila pekerla/buruh yang

funangkuan tldak menladl anggota seilkat

peke$a/seikat butuh".
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Jiwa dari ayat ini adalah pemutusan hubungan

keria mengandung konsekwensi'konsekwensi

kepada kedua belah pihak, oleh karena itu

maksud PHK oleh pengusaha tersebut tidak

hanya diberitahukan tetapi iuga dirundingkan

dengan serikat pekeria/serikat buruh atau

pekeria/buruh dalam hal yang bersangkuun

tidak bergabung dalam serikat pekeria/serikat

buruh.

Serikat pekeria/serlkat buruh dalam hal lnl

diberi peranan, disamplng agar dalam

perundingan diharapkan teriadl penyelesalan

yang lebih adll, luga menempatkan poslsl

serikat pekeria/serikat buruh sesuai dengan

tugas.dan fungslnya.

Kau Perundlngan dalam ayat lnl maknanya

adalah, apabila PHK ternyata tldak dapat

dihlndarl, haruslah dlrundlngkan mengenal

pemberlan hak-hak pekeria yang akan dl PHK.

Alasan-alasan atau kondisl yang menyebabkan

teriadinya PHK(seperti alasan pindah lokasi

tersebut di atas), perlu pula diiadikan

pertimbangkan dalam perundingan. Dengan

demikian dari perundingan tersebut dan dengan

mempertimbangkan berbagai sebab dan aspek

yang menyebabkan teriadinya PHK tersebut

terbuka kemungkinan pekeria/buruh yang di

PHK mendapatkan hak'haknya lebih besar dari

yang diatur dalam peraturan perundang'

undangan yang normatif (yakni ketentuan yang

bersifat minimum).

Ketentuan mengenai Perusahaan pindah lokasl.

Dalam hal perusahaan pindah lokasi,

adakalanya timbul masaldh, apabila

pekeria/buruh mengingat alasan-alasan.

sebagaimana diuraikan dl atas tidak bersedia

untuk ikut pindah, sehlngga mau tidak mau

pada akhirnya akan terladl PHK terhadap

pekeria/buruh tersebut.

Sebelum Undang-undang No. l3 Tahun

2W3, dalam Pasal 28 ayat (l) dan ayat (2)

Kepmenaker No.: Kep-150/Men/2000

terlung Penyelesaian Pemutusan Hubungan

Kerfa dan Penetapan Uang Pesangon, Uang

Penghargaan Masa Keria dan Gantl Keruglan di

Peruahaan (setanjutnya dlsebut Kepmenaker

No.: Kep-l5O/Men/2000), dlatur PHK yang

berkaltan dengan pindah lokasl, yaitu :

(l) Dalam hal terladl pemutusan hubungan

keria karena perubahan status, atau

perubahan pemilikan perusahaan sebagian

atau seluruhnya atau perusahaan pindah

Iokasi dengan syarat-syarat kerja yang

baru sama dengan syarat-syarat keria

Iama dan pekerla tidak bercedla untuk

melanjutkan hubungan keria, maka

kepada pekerja dibayarkan uang

pesangon, uang penghargaan masa kerfa
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dan ganti keruglan sesual ketentuan Pasal

22, Pasal2S dan Paal24.

(2) Dalam hal teriadi pemutusan hubungan

keria karena pentbahan status, ataa

perubahan pemilikan perusahaan sebagian

atau seluruhnya atau perasahaan pindah

lokasl dan pengusaha tidak benedla

menerima pekerla di peruahaannya

dengan alas an apapun, maka pekeria

berhak aas uang pesangon sebenr 2
(dua) kall ketentuan Panl 2J aang

pengltargaan maa kerta sesual dengan

ketentuan Paal 2J dan gantl kerugian

sesual ketentuan Pasal 24. kecaali atas

penetuiuan kedua belah plhak diteapkan

lain.

Ketentuan ini sangat membantu khususnya bagi

pekeria yang di PHK karena tidak bersedia

pindah sehubungan dengan perusahaan pindah

lokasi, hanya saia kelemahan dari ketentuan ini

adalah serind ditafsirkan secara sempit dan

tidak ditetapkannya baus jarak antara lokasi

lama dengan lokasi baru. Apabila jarak

kepindahan tersebut hanya I atau 2 km. Dan

pekeria tidak bersedia untuk ikut pindah (alasan

ketidak sediaan pindah tidak cukup kuat),

padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 28

tersebut di atas, pengusaha tetap harus

memberikan uang pesangon. lni tentu saia

cukup merugikan pengusaha.

Sekarang dalam Undang-undang No. l3 Tahun

2003, PHK terhadap pekeria sehubungan

dengan perusahaan pindah lokasi tidak lagr

dlatur, sehingga hal tersebut banyak

dipertanyakan oleh berbagai kalangan, karena

tidak lagi ada aturan yang dapat dipakai sebagai

.dasar dalam pemberian hak-hak yang lebih adil

terhadap pekeria yang di PHK tersebut.

Pengaturan dalam UU No. 13 Tahun 2@3
yang mirip dengan ketentuan Pasal 28 ayat

(l) 9.n ayat (2) Kepmenaker No.: Kep-

l50/l4enl200o, adatah ketentuan Pasal 156:

(l) Pengusaha dapat melakukan pemutusan

t, hubtmgan keria terhadap peker/a/butuh

dalam hal terjadl perubahan statas,

penggabungan, peleburan, ataa

pentbahan kepemilikan pentahaan dan

pekefla/butuh tldak bercedia melanjutkan

hubungan keria, maka pekeria/butuh

berhak a'tas uang pesangon sebesar I
(satu) kall sesual ketentuan Pasal 156

ayat (2), uang penghargaan masa kega I
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)

dan uang penggantian hak sesua

ketentaan dalam paal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerla terhadap pekerla/buruh

karena perubahan status, penggabungan,
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atau peleburan perusahaan, dan

pengusaha tidak benedia menerima

pekeia/buruh di perusahaannya, maka

pekeria/buruh berhak ahs uang pesangon

sebesar 2 (dua) kall ketentuan Pasal 156

ayat (2) dan uang penghargaan masa

keria I (satu) kali ketentuan Pasal 156

ayat (i) dan uang penggantlan hak sesua

ketentuan dalam pasal 156 ayat (4).

Selaniutnva Pasal l9l mengatur bahwa:

"Semw peraturan yang mengatur

ketenagakeriaan teAp berlaku sepanjang tidak

benenangan dan/aau belum diganti dengan

peraturan yang bant berdasarkan Undang-

undang ini'.

Sekalipun ada ketentuan Pasal l9l tersebut di

atas, ketentuan PHK dalam Kepmenaker No.

Kep.l 50/Men/2000 sudah tidak dapat

dipakai lagi sebagai dasar dalam penetapan hak-

hak pekeria yang di PHK karena ketentuan

mengenai PHK telah diatur langsung dalam UU

No. l3 Tahun 2OO3.

Dengan tidak dicantumkan lagi ketentuan

mengenai pindah lokasl dalam pasal 156, maka

apabila pekeria tidak bersedia pindah dalam hal

perusahaan pindah lokasi sudah barang tentu

pekeria dapat dianggap mengundurkan diri.

Konsekwensi dari pekeria yang mengundurkan

diri hak-hak yang diperoleh adalah selain

mendapatkan uang penggantian hak, diberikan

uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya

diatur dalam perjanjian keria, peraturan

perusahaan atau perianjian kerja bersama [Pasal

162 ayat (l)1.

Ketentuan Pasal I 56 tsb. di atas sudah barang

tentu lebih menguntungkan pengusaha dan

merugikan pekerja. Terutama bagi pekeria-

pekeria yang tidak bersedia plndah karena

atasan-alasan ekonomi, sosial dan pendidikan

sebagaimana tersebut di atas, sehingga ia

termotivasi mengambil alternatif

mengundurkan diri dan konsekuensinya hanya

mendapat uang penggantian hak dan uang

pisah yan!; iumlah dan nilainla relatif sangat

kecil dibandingkan dengan hak-hak pekeria

pada Permenaker No.: Per-l SO/Men/2OOO.

Langkah-langkah penvelesaian.

Dalam mencari solusi penyelesaian masalah

apabila peruIahaan pindah lokasl, hendaknya

dilakukan langkah-langkah musyawarah

sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2),

yaitu perlu ditempuh secara maksimal dan

dengan sebaik-baiknya, sehingga dimungkinkan

pekeria dapat memperoleh lebih dari hak-hak

normatif yang ditentukan.

Apabila musyawarah tersebut tidak berhasil,

maka masih dimungkinkan adanya peluang agar
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pekeria mendapat hak lebih dari ketentuan

Pasal 162 tsb. di atas, yaitu adalah membawa

kasus PHK tersebut ke Pengadilan Hubungan

lndustrial (P4DIP4P) dengan menggunakan

alasan pengusaha telah melanggar perianiian

keria sesuai dengan ketentuan Pasal 5'1 ayat

(l) huruf d dikaitkan dengan ketentuan Pasal

169 ayat (1) huruf d dan ayat (2), yang

mengatur:

Pasal 54:

( I ) Peianiian kerta yang dibuat secara tertulls

sekura ng-kurangnya memua t :

a. nama, alamat perusahaan, dan ienis

perusahaan;

b. nama, ienb kelamin, umur, dan

alamat pekeria/buruh;

c. jabatan aau ienis pekeriaan;

d. tempat pekertaan:

e. bersarnya upah dan cara

pembayarannya;

t. syarat-syarat keria yang memuat hak

dan kewaiiban pengusaha dan

pekeia/buruh;

g. mula dan iangka waktu berlakunya

perianjian kerja;

h. tempat dan anggal perlanilan keia

dibuat; dan

i. anda tangan para pihak dalam

peianjian keria.i

Pasal 169:

( | ) Pekerja/buruh dapat mengajukan

permohonan pematasan hubungan kerja

kepa da lembaga penyelesaian percetisihan

hubungan lndustrtal dalam hat pengasaha

melakukan perbuatan sebagai bertkut:

a. Menganiaya, mengltina secara kanr

atau mengancam peke rja,/buruh;

b. MembuJuk dan/atau menytnth

pekerJa/buruh untuk melakukan

pe rbuatan yang bertentangan dengan

pe re turan pe ran da ng- u n da nga n;

fidak membayar upah tepat pada

waktu yang telah ditentukan selama J
ftiga) bulan berturut-turut aau lebih;

fidak melakukan iewa" ' uans

telah diianiikan kepada

pekerta/buruh:

e. Memertnahkan pekerja/buruh untuk

melaksanakan pekerjaan di luar yang

diperianjikan; atau

t. Membertkan pekeriaan yang

membahayakan jiwa, keselamatan,

kesehatan, dan kesusilaan

pekerJa/buruh sedangkan peke$aan

tersebut tidak dicantumkan pada

perjanJian kerja.

Pemutusan hubungan keria dengan alas

an sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)

c,

d.

t--
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pekerja/buruh berhak mendapat aang

pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal

156 ayat (2), uang penghargaan maa

kerJa I (satu) kall ketentuan Pasal 156

ayat (3), dan uang penggantlan hak yang

sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Sesuai dengan perianiian kerfa, tempat

pekeriaan pekeria/buruh telah ditentukan

(sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54

ayat (l) huruf d) , sehingga pengusaha

berkewaiiban mempekeriakan pekeria di tempat

teruebut, apabila pekerfa diplndahkan ke

tempat laln, beraftl pengusaha telah melanggar

kewallbannya dalam mempekerlakan pekerla,

sesuai dengan yang disepakati dalam perianiian

kerja. Dengan demikian apabila pengusaha

telah melanggar salah satu isl perianflan keria,

maka menurut Pasal 169, pekeria dapat

mengajukan permohonan untuk, di putuskan

hubungan kerianya dengan hak pesangoi Z x

ketentuan Pasal Pasal I 56 ayat (2) di atas.

Kiranya ketentuan pasal-pasal 54 dan Pasal

169 tersebut di ataslah yang dimungkinkan

untuk dapat diiadikan peluang untuk membawa

permasalahan tersebut ke Pengadilan Hubungan

lndustrial, dan selanfutnya diserahkan kepada

Hakim untuk memberikan keputusan yang

seadll-adilnya. Semoga berhasil.* * * *
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